
ABSTRAKSI 

KAJIAN HUKUM TINDAK PrDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN 
OLEH PEGA W Al NEGERJ SIPI L (PNS) SECARA BERSAMA-SAMA 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn) 

OLER 

HERi CRJSTIANTA SINAGA 
NIM: 09.840.0102 

BTDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Pcmbahasan tentaag kajian hukum tindak pidana korupsi, yang dalam hal 
ini pcrbuatan pidana terebut adalah tindnk pidana korupsi yang dilakukan oleh 
Pegawai Ncgeri Sipil (PNS) sccara bel'S3ma-sruna. Dan dalam pcmbahasan ini 
ruang lingkup pcnclitiannya dibatasi di Pcngadilan Negeri Medan sebagai sebuah 
daerah yang cukup rawan dalam hal praktek korupsi ini. 

Pcrmasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana modus 
opcmndi tinduk pidana korupsi yang dilnk'Ukan secara bersuma-sama dan bagaimana 
sanksi hukum yang diberikan terhadap pclaku korupsi yang dilakukan olch pcgawai 
negeri sipil sccam bcrsama-sama. 

Untul.. menjawab pcrmasalahan tersebut maka dilakukan pcnelitian secara 
kepustak3!ln dan penelitian lap:mgan yang dilakukan di Pengadilan Ncgcri Medan. 

Hasil pcnclitian dan pembahasan menjclaskan Modus opemndi tindak pidana 
korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil sccara bcrsama-sama meliputi : 
a.Peaggclapan uang. b.Kornposisi tcrhadap objek yang akan digclapkan dan 
c.Menggunakan pemntara seperti rekan kcrja. bawaban dan rckanan. Ada beberapa 
ketentuan dalam pcnmdang-undangan Indonesia yang dnpat dikenakan kepada 
pcgawai negcri sipil yang mclakukun korupsi yaitu: a. Undang-Vndang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pcmbcrantasan Tindak Piduna Korupsi, b. 
Vndang-Vndang Rcpublik Indonesia Nomor 20 Tahun 200 I Tcntang Pcrubahan Atus 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembcran1:1san Tindak Pidana 
Korupsi dan c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi Dan 
Nepotisme. Dan lain sebagainya. Sclain sanksi sebagaimana diancamkan dalam 
undang-undang scbagaimana disebutkan di atas kepada pegawai ncgcri sipil pelaku 
korupsi juga dapat diberhentikan dari jabaUlnnya sebagai pegawai negeri sipil. 
Menyadari ancaman lindak pidana korupsi sebagai kcjahatan serius yang dapal 
rnengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistcm pcrekonomian serta bcrdampak luas 
pada kchidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya penccgahan dan pemberantasan 
barus dilakukan mclalui langkah-langkah konseptual, sporadis, dnn mcnyentub, baik itu 
melalui kcrjasama yang baik antara penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan dan 
juga pengadilan agar proses pemeriksaan perkara korupsi dapat segera diselesaikan 
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